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DPRD 

GUBERNUR 

PD KAB/KOTA 

 

PD PROVINSI 

SEKRETARIS DAERAH 

Perencanaan program dan 

laporan, keuangan, 

kepegawaian 

Penetapan kebijakan teknis, 

pelaksanaan kegiatan, 

pengkoordinasian, memfasilitasi 

pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah lingkup 

ketahanan ideologi Negara, wawasan 

kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai 

sejarah kebangsaan, penghayatan 

kebangsaan, pembauran dan 

kewarganegaraan 
Penetapan kebijakan teknis, 

pelaksanaan kegiatan, 

pengkoordinasian, memfasilitasi 

pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah lingkup 

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen 

keamanan, penanganan konflik, 

penanganan orang asing dan lembaga 

asing pembauran dan 

kewarganegaraan 
Penetapan kebijakan teknis, 

pelaksanaan kegiatan, 

pengkoordinasian, memfasilitasi 

pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah 

lingkup ketahanan ekonomi, seni, 

budaya, ketahanan agama 

kepercayaan, organisasi 
kemasyarakatan dan social 

kemasyarakatan 
Penetapan kebijakan teknis, 

pelaksanaan kegiatan, 

pengkoordinasian, memfasilitasi 

pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah 

lingkup kelembagaan politik 

pemerintahan, partai politik, 

pendidikan budaya politik dan 

fasilitasi pemilihan umum 

Pelaksanaan fungsi dan peran 

pemerintah di lingkup sub bidang 

fasilitasi kelembagaan politik 

pemerintah dan parpol 
Pelaksanaan fungsi dan peran 

pemerintah di lingkup sub bidang 

pendidikan budaya politik dan 

fasilitasi pemilu 

Penyusunan program kerja, kegiatan, 

anggaran dan laporan 

(1)Penyusunan RKA dan DPA bidang kesekretariatan, (2) Pengkoordinir RKA dan DPA bidang-bidang teknis yang ada di 

lingkup Badan Kesbangpol, (3) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan dibidang kesekretariatan, (4) Pengkoordinir dan Penghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan badan 

kesbangpol, (5) Pengkoordinir, penghimpun dan penyusun renstra Badan Kesbangpol. (6) Penyusun LKPJ, Lakip, dan LPPD 

Penatausahaan keuangan, 

verifikasi dan laporan keuangan 

(1) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan, (2) pelaksanaan urusan administrasi 

keuangan, (3) Pelaksanaan urusan kas dan gaji pegawai, (4) Penyusun anggaran kas, (5) Pelaksanaan urusan 

perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan tata usaha keuangan, (6) Penyiap bahan tanggapan atas 

laporan pemeriksaan keuangan, (7) Pengurus yang berkaitan dengan tutntutan perbendaharaan dang anti rugi 

Pengurusan surat menyurat, kearsipan, 

perlengkapan, perpustakaan, serta menyiapkan 

penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan 

dan administrasi kepegawaian 

(1) Pengelola, penyusun anggaran kebutuhan barang dan pemeliharaan/perawatan barang inventaris, (2) pengelola 

urusan perlengkapan/pengadaan barang, (3) pengurusan surat menyurat dan kearsipan, (4) pengelola urusan teleks, 

facsimile, telegram, radio, telekomunikasi telepon dan hubungan masyarakat, (5) pelaksanaan urusan administrasi 

perjalanan dinas, (6) pelaksanaan urusan kendaraan operasional, (7) penghimpun dan pendokumentasian peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kesbangpol, (8) Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam 

bidang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi dan persiapan pension PNS, (9) Penghimpun dan Penyusun 

data pegawai, (10) Penyusun rencana kebutuhan barang dan daftar kebutuhan barang, (11) Persiapan penyusunan 

jabatan structural dan fungsional, (12) penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan bidang kesekretariatan 

Pelaksanaan fungsi dan peran pemerintah 
di lingkup sub bidang ketahanan ideologi 
Negara dan bela negara 

(1)Penyusun RKA dan DPA sub bidang ketahanan ideology negaran dan bela Negara, (2) penghimpun, penganalisa dan 

perumusan data yang berkaitan dengan ketahanan ideology Negara dan bela Negara, (3) Penyiapan bahan pelaksanaan 

dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ideology Negara dan bela Negara, (4) Pelaksanaan fasilitasi 

implementasi peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pemda dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-

nilai pancasila, (5) peningkatan pemahaman consensus kebangsaan bagi masyarakat dan aparatur, (6) Pelaksanaan 

penguatan ideology pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara, (7) pelaksanaan penguatan kesadaran 

bela Negara,  
Pelaksanaan fungsi dan peran 

pemerintah di lingkup sub bidang 

wawasan kebangsaan dan 

pembauran bangsa 

(1) Penyusun RKA dan DPA sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan, (2) Penghimpun, Penganalisa 

dan Perumusan Data yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan, (3) Penyiapan bahan 

pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan  dengan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan, 

(4) Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai pembauran, (5) Pelaksanaan fasilitasi FPK, (6) 

Pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental, (7) fasilitasi kebhinekaan 

Pelaksanaan fungsi dan peran 

pemerintah di lingkup sub 

bidang kewaspadaan dini dan 

kerjasama intelijen keamanan 

(1)Penyusun RKA dan DPA sub bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan (2) penghimpun, penganalisa 

dan perumusan data yang berkaitan dengan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan, (3) Penyiapan bahan 

pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan, (4) 

Pelaksanaan operasional kominda, (5) peningkatan kemampuan deteksi dini dan cegah dini bagi masyarakat dan aparatur, 

(6) Pelaksanaan fasilitasi FKDM, (7) Pemberian rekomendasi izin penelitian dan survey, (8)  pelaksanaan fasilitasi 

implementasi Permendagri tentang kewaspadaan dini masyarakat didaerah, (9) Fasilitasi FKPT 

Pelaksanaan fungsi dan peran 

pemerintah di lingkup sub 

bidang penanganan konflik , 

pengawasan orang asing dan 

lembaga asing 

(1) Penyusun RKA dan DPA sub bidang penanganan konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing (2) 

Penghimpun, Penganalisa dan Perumusan Data yang berkaitan dengan penanganan konflik, pengawasan orang asing dan 

lembaga asing, (3) Penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan  dengan penanganan 

konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing, (4) Pelaksanaan fasilitasi implementasi Permendagri tentang 

Pedoman Penerimaan dan pemberian bantuan ormas dari dan kepada pihak asing, (5) Pelaksanaan pemetaan daerah 

rawan konflik, (6) Pelaksanaan mediasi dalam rangka antisipasi konflik social, (7) Pengembangan kapasitas aparatur 

dalam pencegahan dan penanganan konflik, (8) Pelaksanaan pengawasan, pendataan orang asing, organisasi non 

pemerintah dan lembaga asing didaerah 
Pelaksanaan fungsi dan peran 

pemerintah di lingkup sub 

bidang ketahanan ekonomi, seni 

dan budaya 

(1)Penyusun RKA dan DPA sub bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya (2) penghimpun, penganalisa dan 

perumusan data yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, seni dan budaya,  (3) Penyiapan bahan pelaksanaan dan 

fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, seni dan budaya, (4) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan 

pengembangan ketahanan ekonomi, (5) pelaksanaan evaluasi terhadap data dan informasi mengenai lembaga usaha 

ekonomi, (6) Pelaksanaan fasilitasi pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan, (7) pelaksanaan 

fasilitasi implementasi peraturan bersama Mendagri dan Menbudpar tentang pedoman pelestarian kebudayaan, (8)  

pelaksanaan fasilitasi implementasi Permendagri tentang pedoman fasilitasi ormas bidang kebudayaan, keratin dan 

lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah  
Pelaksanaan fungsi dan peran 

pemerintah di lingkup sub 

bidang ketahanan agama dan 

kepercayaan, ormas dan sosmas 

(1) Penyusun RKA dan DPA sub bidang ketahanan agama dan kepercayaan, ormas dan sosmas, (2) Penghimpun, 

Penganalisa dan Perumusan Data yang berkaitan dengan ketahanan agama dan kepercayaan, ormas dan sosmas,, (3) 

Penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan  ketahanan agama dan kepercayaan, ormas 

dan sosmas, (4) Pelaksanaan fasilitasi FKUB, (5) Pelaksanaan fasilitasi implementasi peraturan bersama menteri agama 

dan mendagri tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan 

umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat, (6) Pelaksanaan fasilitasi implementasi keputusan 

bersama menteri agama, jaksa agung dan mendagri tentang peringatan dan perintah kepada Penganut, anggota 

dan/atau anggota pengurus JAI dan warga masyarakat, (7) PPemberian SKT bagi orma, LSM dan Yayasan 

(1)Penyusun RKA dan DPA sub bidang kelembagaan politik pemerintah dan parpol (2) penghimpun, penganalisa dan 

perumusan data yang berkaitan dengan kelembagaan politik pemerintah dan parpol,  (3) Penyiapan bahan pelaksanaan 

dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan politik pemerintah dan parpol, (4) Pelaksanaan fasilitasi 

bantuan keuangan kepada parpol (5) pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi tentang UU Parpol, (6) Peningkatan kapasitas 

bagi pengurus parpol dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban bantuan keuangan, (7) penyusunan 

database parpol  (1) Penyusun RKA dan DPA sub bidang pendidikan budaya politik dan fasilitasi pemilu, (2) Penghimpun, Penganalisa dan 

Perumusan Data yang berkaitan dengan pendidikan budaya politik dan fasilitasi pemilu, (3) Penyiapan bahan 

pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan budaya politik dan fasilitasi pemilu,, (4) 

Pelaksanaan fasilitasi implementasi permendagri tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik (5) 

Pelaksanaan fasilitasi implementasi UU tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPD, (6) Pelaksanaan monitoring dan 

dokumentasi hasil pemilu dan pemilukada 
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